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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1813/Pdt.G/2020/PA.Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Samarinda  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim

telah memutus perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur  55  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  terakhir  SD,

pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Samarinda,. Selanjutnya

disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

 Termohon, umur  50  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  terakhir  SD,

pekerjaan  Wiraswasta,  tempat  tinggal  di  Kota  Samarinda.

Selanjutnya disebut sebagai  Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah  mendengar  keterangan  pihak  Pemohon  dan  para  saksi  di

persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa   Pemohon  dalam  surat   permohonannya  tertanggal  26

Oktober  2020  yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Samarinda, Nomor 1813/Pdt.G/2020/PA.Smd, telah mengajukan cerai talak

terhadap Termohon yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal  23  Mei  2013,  pemohon  dengan  termohon

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Sungai  Kunjang  Kota  Samarinda

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 398/73/V/2013

tanggal 23 Mei 2013;  

2. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut  pemohon  dengan  termohon

bertempat tinggal rumah sewaan di Kota Samarinda selama 8 tahun;  

3. Bahwa  selama  pernikahan  tersebut  pemohon  dengan  termohon

telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan namun tidak

dikaruniai keturunan;  

4. Bahwa penyebab permasalahan tersebut dikarenakan anak bawaan

Termohon  atau  anak  tiri  Pemohon  mau  melakukan  kekerasan

(pemukulan)  terhadap  Pemohon  dan  kejadian  tersebut  didepan

Termohon namun Termohon malah diam dan seperti  membela anak

bawann Termohon, padahal kejadian sebelumnya hanya masalah kecil

saja sehingga kejadian tersebut malah menjadi besar dan sampai pada

akhirnya  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan  karena  untuk

menghindari tersebut Pemohon langsung keluar dari rumah;  

5. Bahwa dengan kejadian tersebut masalah tersebut menjadi pemicu

pertengkaran  Pemohon,  dan  Termohon  malah  mengatakan  kepada

Pemohon  kalau  Termohon  ingin  bercerai  dan  akhirnya  Pemohon

bertanggung jawab sebagai suami mengajukan perceraian dan sangat

percuma dipertahnkan ketika Termohon ingin bercerai;  

6. Bahwa pada bulan Mei tahun 2020 yang akibatnya Pemohon keluar

dari rumah sewaan dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon

tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah;  

7. Bahwa atas  sikap  dan  tindakan  Termohon  tersebut,  sulit  rasanya

bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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rukun,  damai  dan  bahagia  bersama  Termohon,  oleh  karena  itu

Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;  

    Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk memeriksa

dan  mengadili  perkara  ini  dan  selanjutnya  dapat  memutuskan  sebagai

berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;  

2. Memberi  izin  kepada  Pemohon  (Pemohon)  untuk  mengikrarkan

talak  satu  raj'i  terhadap  Termohon  (Termohon)  di  depan  Sidang

Pengadilan Agama Samarinda;  

3. Membebankan biaya perkara  ini  sesuai  dengan ketentuan hukum

yang berlaku. 

 SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain,  mohon putusan yang

seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,

Pemohon telah  hadir  sendiri  di  persidangan  sedangkan  Termohon tidak

pernah  hadir  di  persidangan,  meskipun  Juru  Sita  Pengadilan  Agama

Samarinda telah memanggil  Termohon pada tanggal  02 November 2020

dan tanggal 13 November 2020 untuk hadir di persidangan;

Bahwa dikarenakan Termohon tidak  pernah hadir  dipersidangan,

maka  proses  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan,  namun  Majelis  Hakim

selama  persidangan  berlangsung  tetap  memberikan  nasehat  kepada

Pemohon  agar  rukun  kembali  sebagai  suami  isteri  bersama  Termohon,

namun Pemohon tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan

surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh

Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas  permohonan Pemohon tersebut,  jawaban Termohon
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tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil  permohonannya,   Pemohon

telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bukti Surat 

Fotocopy  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  398/73/V/2013,  atas  nama

Pemohon dan Termohon,  yang dicatat  dan dikeluarkan oleh  Pegawai

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan

Agama Kecamatan  Sungai  Kunjang  Kota  Samarinda,  tanggal  23  Mei

2013. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan

dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode

(P);  

II. Bukti Saksi

1. ..., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ...,

tempat tinggal di ..., di bawah telah memberikan keterangan di bawah

sumpah sebagai berikut:

-  Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai teman/tetanga dan Termohon

sebagai isteri pemohon; 

-  Bahwa saksi kenal termohon sejak menikah pada bulan Mei 2013;

-  Bahwa  dari  pernikahan  tersebut  Pemohon  dan  Termohon  belum

dikaruniai anak; 

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak

harmonis  lagi  sejak  bulan  Mei  2020  karena  masalah  hubungan

pemohon dengan anak tergugat (anak tiri) yang tidak harmonis;

-   Bahwa termohon selalu  membela  anaknya bila  terjadi  perselisihan

dengan pemohon;

 - Bahwa pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak

bulan Mei 2020 sampai sekarang; 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa  saksi  sudah  menasehati  Pemohon,namun  tidak  berhasil

karena pemohon sudah tetap mau bercerai;

2.

...,  umur  ...  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  ...,  pekerjaan  ...,

bertempat  tinggal  di  ...,  dibawah sumpah memberikan  keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

...

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat  bukti

lagi  dan  telah  mencukupkan  bukti-buktinya  sedangkan  Termohon  tidak

pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan

yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum

dalam  surat  permohonan  Pemohon  dan  mohon  putusan  dengan

mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa  selanjutnya  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,

ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara

sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon

adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  posita  permohonan  Pemohon,

Majelis  Hakim  dapat  menyimpulkan  bahwa  perkara  tersebut  mengenai

sengketa  perkawinan  yang  menjadi  wewenang  Peradilan  Agama

sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama;
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

         Menimbang,  bahwa pemohon mengajukan  permohonan  untuk

diberikan izin mengucapkan ikrar talak terhadap termohon dengan alasan

bahwa  rumah  tangga  pemohon  dengan  termohon  sejak  bulan  Januari

2014  mulai  tidak  harmonis,  karena  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  yang  disebabkan  termohon  yang  tidak  mensyukuri  nafkah

yang diberikan pemohon dan selalu kurang dimana termohon juga sudah

tidak mau lagi menerima nasehat hingga sejak bulan Januari 2018 terjadi

pisah tempat tinggal sampai sekarang;

        Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak datang memenuhi

panggilan untuk hadir di muka persidangan sehingga tidak dapat didengar

jawabannya,  maka  secara  yuridis  termohon  dianggap  mengakui  dan

membenarkan  dalil-dalil  permohonan  pemohon,  sehingga  seharusnya

pemohon tidak dibebani pembuktian lagi. 

        Menimbang, bahwa akan tetapi, oleh karena perkara ini berkenaan

perkara perceraian, maka pemohon tetap dibebani pembuktian.

         Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil  permohonanya,

Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai

dengan  kode  (P1  dan  P2)  dan  telah  menghadirkan  alat  bukti  saksi

dipersidangan yaitu: Saksi 1 dan Saks 2;

        Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P-1) tersebut merupakan

fotocopy akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-

nazagelen,  maka berdasarkan  ketentuan  Pasal  1888  KUH Perdata  dan

Pasal  2  ayat  (3)  Undang-Undang   Nomor  13  Tahun  1985  tentang  Bea

Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000

tentang  Perubahan  tarif  Bea  Materai  dan  Besarnya  Batas  Pengenaan

Harga  Nominal  Yang  dikenakan  Bea  Materai,  maka  bukti  kode  (P-1)

tersebut sah sebagai alat bukti;
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        Menimbang, bahwa alat bukti kode (P-1) tersebut merupakan akta

otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak

dibantah, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg,

nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

        Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P-2) tersebut merupakan

fotocopy akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-

nazagelen,  maka berdasarkan  ketentuan  Pasal  1888  KUH Perdata  dan

Pasal  2  ayat  (3)  Undang-Undang   Nomor  13  Tahun  1985  tentang  Bea

Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000

tentang  Perubahan  tarif  Bea  Materai  dan  Besarnya  Batas  Pengenaan

Harga  Nominal  Yang  dikenakan  Bea  Materai,  maka  bukti  kode  (P-1)

tersebut sah sebagai alat bukti;

         Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P-2) terbukti termohon

sejak  tahun  2018  sudah  tidak  diketahui  lagi  keberadaannya  (ghaib)  di

wilayah Republik Indonesia;

         Menimbang,  bahwa  saksi  dari  Pemohon  telah  memberikan

keterangan  di  persidangan  secara  terpisah  dan  telah  mengucapkan

sumpah  menurut  agama  yang  dianutnya,  sedangkan  adanya  hubungan

dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi

merupakan  ketentuan  khusus  dalam  perkara  perceraian  atau  sengketa

mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal

172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun

1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan,  dari  kriteria-kriteria  tersebut  Majelis  Hakim  menilai  bahwa

saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

        Menimbang, bahwa dari dalil-dalil pemohon dan bukti serta

keterangan  saksi-saksi  Majelis Hakim telah menemukan faktanya sebagai

berikut :
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   Bahwa Pemohon dan termohon menikah pada tanggal 23

Mei 2013;

   Bahwa pemohon dengan termohon belum dikaruniai anak; 

   Bahwa pemohon dan termohon tinggal bersama terakhir di

rumah sewaan di,Kota Samarinda;

   Bahwa  benar  sejak  bulan   Mei  2020  kehidupan  rumah

tangga  pemohon  dan  termohon  diwarnai  perselisihan  dan

pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah hubungan

Pemohon dengan anak termohon (anak tiri) yang tidak harmonis;

   Bahwa  termphon  selalu  membela  anaknya  bila  terjadi

perselisihan antara pemohon dengan anak termohon;

   Bahwa puncak perselisihan pertengkaran antara pemohon

dengan termohon terjadi pada bulan Mei 2020 terjadi pisah tempat

tinggal   sampai  sekarang dan tidak  pernah lagi  kumpul  layaknya

pasangan suami isteri;

   Bahwa  selama  pisah  antara  pemohon  dengan  termohon

sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling peduli lagi;

   Para  saksi  sebagai  orang  dekat  pemohon   sudah

menasehati dengan menasehati pemohon,namun tidak berhasil dan

sekarang  saksi-saksi  tidak  mempunyai  keinginan  lagi  berusaha

merukunkan pemohon dan termohon dan sudah menyerahkan pada

keputusan pengadilan. 

       Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka

alasan  perceraian  yang  didalilkan  oleh  Pemohon  secara  yuridis  selain

terbukti  kebenarannya  juga  dipandang  beralasan  hukum,  karena  telah

memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal

19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975   tentang

Perkawinan  jo.  Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  yang

menyatakan:  “antara  suami  dan isteri  terus-menerus terjadi  perselisihan
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dan  pertengkaran  dan  tidak  ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam

rumah tangga”.            

      Menimbang,  bahwa  selain  itu,  dilihat  dari  sudut  pandang  filosofi

perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah

tangga  yang  bahagia  dan  kekal  lahir  batin  (sakinah,  mawaddah,

warahmah) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974

tentang  Perkawinan  jo.  Pasal  3  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  tidak

mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga pemohon dan

termohon  sebagaimana  diuraikan  di  muka,  oleh  karena  itu

mempertahankan  ikatan  perkawinan  mereka  yang  demikian  itu  diyakini

hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi

pemohon, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian

hukum,  maka  jalan  perceraian  dipandang  alternative  terbaik  dan  lebih

mashlahat (bermanfaat) bagi pemohon dan termohon. 

      Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  dalam  perkara  ini  juga

mempertimbangkan  apakah  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon

tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama

proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia

lagi  meneruskan  kehidupan  rumah  tangga  dengan  pasangannya,  maka

apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi

misi  membentuk  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawadah  dan  rahmah,

karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini  terjadi juga kepada

rumah tangga Pemohon dan Termohon;

      Menimbang,  bahwa  dengan  adanya  fakta  Pemohon  tidak  ingin

meneruskan rumah tangga dengan Termohon menunjukan bahwa rumah

tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak

ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam rumah  tangga  sebagaimana

tujuan adanya pernikahan;
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      Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila

dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak

hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat

kediaman  bersama,  salah  satu  pihak  tidak  berniat  untuk  meneruskan

kehidupan  bersama  dengan  pihak  lain,  hal  itu  adalah  merupakan  fakta

hukum  yang  cukup  untuk  menjelaskan  adanya  perselisihan  dan

pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

        Menimbang,  bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena

perselisihan  dan  pertengkaran,  maka  berdasarkan  Pasal  22  ayat  (2)

Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-

Undang Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,  bahwa permohonan

perceraian  dapat  diterima  setelah  Pengadilan  mengetahui  secara  jelas

mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu. 

        Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan

rumah tangga yang sudah tidak terjalin  harmonis hanya akan membuat

salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya

(dzulm),  maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam

rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon,  maka  sudah  sepatutnya

kemudhorotan  tersebut  dihilangkan,  Terkait  hal  tersebut  Majelis  Hakim

sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyat

Azzauzaini  Fii  Athalaq,  Juz 1, halama 83 yang diambil  alih oleh Majelis

Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:
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 Artinya:  Islam  memilih  lembaga  talak/perceraian  ketika  rumah  tangga

sudah  dianggap  goncang  serta  dianggap  sudah  tidak  bermanfaat  lagi

nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa)

sebab  dengan  meneruskan  perkawinan  berarti  menghukum  salah  satu

suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya

yang bertentangan dengan semangat keadilan.

         Menimbang,  bahwa secara  sosiologis  suatu  perkawinan  yang

didalamnya  sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk

mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang

seperti  yang  diharapkan  setiap  pasangan  suami  istri,  justru  sebaliknya

mempertahankan  perkawinan  seperti  itu  (rumah  tangga  yang  sudah

pecah/retak)  bisa  menimbulkan  dan  mengakibatkan  akibat  negatif  bagi

semua  pihak  dan  kesemuanya  itu  bisa  mendatangkan  mudharat,  oleh

karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula

dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

 

 

Artinya: Menolak  kesusahan  (madlarat)  itu  harus  didahulukan

(diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang,  bahwa untuk  kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka

jalan  perceraian  merupakan  pilihan  yang  terbaik  bagi  Pemohon  dan

Termohon serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di

atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkanya sebuah

perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;
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         Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk

syara’ dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

عليم سميع الله فان الطلق عزمو وان               

Artinya  :  Dan  jika  mereka  ber’azam  (bertetap  hati)  untuk  talak  maka

sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui;

        Menimbang,  oleh  karena Pemohon telah  berhasil  membuktikan

adanya  alasan  perceraian  sesuai  dengan  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi

di  Pengadilan   tidak  dapat  dilaksanakan karena Termohon tidak  pernah

hadir   dan  usaha damai  oleh  Majelis  Hakim sesuai  Pasal  82  ayat  (2)

Undang-Undang Nomor   7   Tahun 1989 Tentang Peradilan  Agama dan

perubahannya  dan  Pasal  31  ayat  (1)  dan  (2)  serta  Pasal  22  ayat  (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah

gagal),  maka  terkait  hal  ini  petitum  nomor  satu  dalam  permohonan

Pemohon patut untuk dikabulkan dengan verstek;

       Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak, maka

terkait  permohonan  Pemohon  dalam  petitum  nomor  dua,  maka  Majelis

Hakim memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak

satu  raj'i  terhadap  Termohon  (Termohon)  di  depan  sidang  Pengadilan

Agama Samarinda;  

        Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan,  inklusif  di dalamnya

perkara  perceraian  maka  menurut  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lex

spesialis  drogat  lex  generalis  maka  biaya  perkara  dibebankan  kepada

Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan

ini;
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      Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta

dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

 

                            M E N G A D I L I

1.  Menyatakan Termohon  yang telah dipanggil  secara resmi

dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;  

2.  Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;  

3.  Memberi  izin  kepada  Pemohon  (Pemohon)  untuk

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan

sidang Pengadilan Agama Samarinda;  

4. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Pemohon  sejumlah

Rp361.000,00,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah )

      Demikian putusan ini  dijatuhkan  dalam  sidang  permusyawaratan

Majelis Hakim  Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu,tanggal 18

November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 RAbiul akhir 1442

Hijriyah  oleh  kami  Drs.  H.  Ibrohim,  M.H.,  sebagai  Ketua  Majelis,  Drs.

Rusliansyah,  S.H.  dan  H.  Muhammad  Rahmadi,  S.H.,  M.H.I.,  masing-

masing sebagai  Hakim Anggota putusan tersebut  diucapkan oleh Ketua

Majelis  pada  hari  itu  juga  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  dengan

dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Mutiah, S.H. sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.,
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Hakim Anggota I,

Drs. Rusliansyah, S.H.

Hakim Anggota II,

H. Muhammad Rahmadi, S.H.,
M.H.I.,

Panitera Pengganti,

Hj. Mutiah, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp   30.000,-

2. Proses : Rp   50.000,-

3. Panggilan : Rp  245.000,-

4. PNBP           : Rp  20.000,-

5. Redaksi : Rp   10.000,-

6. Materai                 : Rp    6.000,-  

Jumlah : Rp 361.000,-   
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